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MOTTO

e “Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu tidak menuduh kita
hidup tidak berguna”

(Berita Pajak No.1455/Tahun XXXIX,2001:47)

e “llmu pengetahuan berasal dari akal dan bisa membuat kita kaya, agama

berasal dari keyakinan membuat kita arief dan damai, seni berasal dari

perasaan membuat kita tenteram”

(Jawa Pos, Sabtu 15 Pebruari 2003)

iv
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PERSEMBAHAN

Buat kedua orang tuaku ayahanda “Miseri” dan ibunda “Sariyah” serta adikku
(Suraji) yang selalu memberiku dorongan, mencurahkan kasih sayang dan
motivasi, dukungan moril, materiil serta do’a yang tiada hentinya.

Buat orang-orang yang telah memberikan perhatian kasih sayang.cinta dan

do’a hingga terselesaikan laporan ini

Seluruh keluargaku yang selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesanku.

Buat mas Jenry dan mbak Anne yang telah memberiku tempat bekerja, rekan
kerjaku Riris yang selalu memberikan waktunya, serta semua rekan-rekan

2" Sy »
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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata
dengan judul “MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. KRESNA PUTRA
AGUNG GROUP JEMBER”.

Penyusunan tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember.
menyadari, tanpa kemauan yang kel s, kest

Penulis

B %

13. Bapak Dr
meluangkan waktu, me kan pengarahan se;
ini dapat selesai, W P e et e bl
14. Bapak M. Nasir Dahlan, selaku Direktur PT. KRESNA PUTRA AGUNG
GROUP Jember. |
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Penulis menyadari laporan ini kurang begitu sempurna, oleh sebab itu

penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga

penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi kita
semua, khususnya Diploma III Perpajakan Fakultas [Imu Sosial dan [Imu Politik

Universitas Jember.

Jember, 13 Pebruari 2003 Penulis
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DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1 :  Struktur Organisasi PT. KRESNA PUTRA AGUNG
GROUP Jaaber ............ s 9
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.1.1 Arti Pembangunan dan Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang fundamental
menuju kearah suatu perbaikan dari kondisi yang sebelumnya. Perubahan ini
bertujuan untuk menciptakan dan mengusahakan terpenuhinya berbagai
kebutuhan baik fisik maupun non fisik, yang dibutuhkan oleh masyarakat (Public
Utility), dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kurang terpenuhi menjadi
terpenuhi dan sebagainya. Seiring dengan perjalanan waktu, negara Indonesia

telah mengalami proses transformasi yang begitu cepat. Pelaksanaan
pembangunan nasional yang telah menghasilkan perkembangan yang b
dalam kehidupan nasional, khususnya bidang ekonomi dengan

bemammmguékmmtummnmwldanmkmuryangm &
materiil dan spititual berdasarkan Pancasila dan Undang-Unding Dasar 1945

dalam wadah negara kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan
berkedaulatan rakyat dan berperikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan
dinamis dalam linkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan
damai. Oleh karena itu pembangunan tidak dapat dilakukan secara sekaligus tetapi
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harus dilakukan secara bertahap, menggunakan skala prioritas, serta
berkesinambungan dan merata keseluruh wilayah tanah air Indonesia.

Dalam rangka mewujudka tujuan pembangunan nasioanal yaitu mencapai
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, saat ini kondisi perekonomian Indonesia bisa dikatakan telah
mengalami kehancuran. Oleh karena itu, dalam mengatasi kondisi seperti ini dan
untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam Pelita keenam telah ditetapkan
mengenai  kebijaksanaan sektor keuangan dalam rangka meningkatkan
kemampuan penerimaan negara. Penerimaan negara terus diupayakan
peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber
penerimaan negara, terutama sumber penerimaan yang berasal dari perpajakan,
sumber dana dari luar mn sebagm sumber pem dal imn-hm Pajak

- “n m 0
Dalam Undang-undang Perpajakan 1994, ketentuan yang berorientasi pada
pertumbuhan sektor-sektor diatas tampak sekali pada perubahan PPh (badan dan
perorangan) dari 15%, 25%, 35% menjadi 10%, 15%, 30%. Melalui penurunan
tarif tersebut, diharapkan laba setelah pajak badan usaha serta pendapatan
disposibel individu mengalami peningkatan.
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Harus diakui, bahwa menjadikan pajak sebagai sumber dana pembangunan
yang berkelanjutan memang relatif besar, penyebab utamanya adalah sulitnya
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta belum
transparannya kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan penerimaan pajak dan
belum konsistennya kebijakan pemerintah dalam deregulasi dan debirokratisasi
ekonomi.

1.1.2 Pembaharuan dibidang Perpajakan

Mengingat pentingnya peranan pajak bagi pembangunan, pemerintah berusaha
untuk lebih mengefektifkan pajak dengan mengadakan perubahan Undang-
Undang Perpajakan yang lama dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi

sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pajak penghasilan merupakan pajak

hngsung yang pemungm secara Pemdlk Yﬁm M‘m ’ekﬂ* g S‘S‘W N

H\;

| kelcmﬁanm

hasilnya berupa (Y. Sri Pudyatmoko 2002“92)
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.
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2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
barang Mewah.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.
Pembaharuan sistem perpajakan mempunyai kesm , lain (Muqodim,
1994:54) : b By

i

. sistem

ok

perlindungan pengusaha kecil. '

Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan kesempatan kepada wajib
pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran perbulan, baik
angsuran yang dibayar dan dihitung sendiri oleh wajib pajak atau melalui
pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Pelunasan pajak dapat dilakukan
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dalam tahun pajak berjalan. Sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan

merupakan pembayaran pendahuluan, oleh karena itu beban pajak tersebut dapat

dikreditkan pada beban pajak akhir tahun, terutama sewaktu menghitung dan

mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Pemagang melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Kresna Putra Agung Group

Jember dengan alasan :

1. Pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember pelaksanaan pemotongan PPh
Pasal 21 telah dilaksanakan dengan tertib, hal ini sesuai dengan harapan

penulis yang ingin mengupas lebih dalam tentang pelaksanaan PPh Pasal 21.

2. PT. Kresna Putra Agung Group Jember memberikan kesempatan bagi penulis
untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata dengan )alman kerjasama yang baik.

3. Aktivitas opensmnal muﬂapadaPT Kmsﬁa | M& Jember

2. Untuk memperoleh pengalaman, keterampilar
langsung yang berhubungan dengan admlmstrasl ldmsusnya mengenai '
pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Ps 21) terhadap
Pegawai tetap pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember.
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3. Untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru yang selama 1ni tidak
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di D-III Perpajakan khususnya
yang berkenaan dengan proses administrasi dan pelaksanaan pelaksanaan
pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Ps 21) terhadap Pegawai
tetap pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember.

1.2.2 Kegunaan Program Magang
Kegunaan program magang antara lain :
1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis guna mencapai
gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Perpajakan FISIP
Universitas Jember. |
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II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN i

2.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. Kresna Putra Agung Group Jember berdiri seiring dengan terbukanya
peluang bisnis dibidang properti pada tahun 1993, dimana pada saat itu tingkat
permintaan akan rumah hunian sangat tinggi. Disamping terbukanya kerjasama
dengan pihak perbankkan sebagai mitra didalam membantu pembiayaan bagi para
konsumen.

Guna memudahkan didalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Jember
yang bergerak dibidang properti dan kontraktor umum maka dijalinlah suatu
bentuk kerjasama dengan PT. Kresna Putra Agung Group di Jember meskipun
pada kenyataannya saat ini sudah tidak ada bentuk kmasama yang kongkret
dengan PT. Kresna Putra A Gmup di . Im
o fa .. ,' - G

tujuan yang ingin dicapai. Agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai,
maka dibutuhkan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain baik secara langsung
maupun tidak langsung. Untuk menunjang proses pelaksanaan tersebut diperlukan
adanya pengorganisasian yang tepat, karena tanggungjawab dan wewenang
pelaksana perlu adanya penetapan hubungan kerja agar proses kerjasama dapat
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dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

Struktur organisasi adalah menunjukkan kondisi yang statis tentang tugas-
tugas masing-masing bagian dalam instansi atau perusahaan, pendistribusian dan
penempatan sumber daya manusia yang lebih obyektif sesuai dengan falsafah™The
right man in the right place”, atau profesionalitas dengan kemampuan pada tempat
/ posisi yang tepat.

Meskipun hanya memiliki karyawan administrasi yang terbatas pada PT.
Kresna Putra Agung Group di Jember juga memiliki stmktur organisasi beserta
pelaksanaan fungsi-sungsinya secara teratur. Su'uktur oﬁmwﬁm Km&h?utra

N TR R I N N g g e e e
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2.1.2 Tugas dan Wewenang Pada Masing-masing Bagian

Tugas dan wewenang Direktur

1. Penanggung jawab utama terhadap kesinambungan usaha perusahaan

2. Memberikan garis pokok kebijaksanaan perusahaan.

3. Secara berkala memberikan pengarahan umum pada segenap karyawan

| 4. Mensahkan surat-surat yang berkaitan dengan proses transaksi dengan
konsumen.

5. Sebagai pengambil keputusan penting pada perusahaan, misal : mengambil
keputusan tentang investasi.

Tugas dan wewenang Wakil Direktur

1. Secara umum bertanggtmmmb terhaéap wktmtas pcrusahaan gum

pekerja dilapangan.

7. Mengambil kebijaksanaan teknis dilapangan.

Membuat perencanaan jumlah karyawan tidak tetap yang akan digunakan
oleh perusahaan.
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Tugas dan wewenang Bagian Pemasaran dan Humas

1. Bertanggungjawab penuh terhadap aktivitas pemasaran atau penjualan
rumah.

2. Bertanggungjawab melakukan kegiatan promosi termasuk mengenai konsep
promosi, biaya promosi dan wahana didalam melakukan promosi.

3. Memberikan rekomendasi untuk komisi bagi orang yang telah membantu
atau mendorong para konsumen didalam proses pembelian rumah.

4. Mewakili perusahaan didalam aktivitas diluar perusahaan apabila Direktur
tidak dapat mengahdiri.

Tugas dan wewenang Bagian Keuangan

1. Bertanggungjawab penuh terhadnp pen@lohmkeuangan pamnhaan
3 Merencmﬂnn

2. Memberikan masukan (mput) kepda atasan atau Wakil Direktur dalam |
rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.
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3. Membantu atasan dalam melakukan analisa-analisa data yang nantinya
diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan atau
kebijakan.

Tugas dan wewenang Mandor

1. Mengawasi kerja para tukang dan membantu tukang dilapangan.

2.  Memberikan masukan pada Bagian Produksi terhadap jumlah pekerja tidak
tetap yang akan digunakan serta mencatat jumlah karyawan yang bekerja
pada setiap hari.

3. Mengusulkan pengadaan barang atau bahan yang diperlukan dilapangan.

2.2 Usaha PT. Kresna Putra Agung Group meer

i mm&*

hinggh Yiaggdl 'S Matyietuit i 20 RANINA AN
terjadi perubahan didalam system atau proses pambelmn dan pembiayaan jika
dahulu memakai jasa bank maka sekarang dikelola sendiri oleh perusahaan.
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2.3 Pelaksanaan Produksi

Pada saat ini pelaksanaan produksi perusahaan dilaksanakan berdasarkan
order yang diperoleh melalui tender yang diterima perusahaan. Produksi untuk
rumah dari para konsumen dilaksanakan setelah akad perjanjian beli dilaksanakan.
Proses pembuatan rumahpun mengikuti selera konsumen sesuai dengan
kemampuannya artinya konsumen dapat memilih atau menentukan sendiri lokasi,
bahan bangunan, model rumah, type rumah dll. Pada saat terjadi akad pembelian
rumah oleh konsumen disertai dengan pembayaran uang muka guna mendapat
jaminan investasi dari konsumen. Dan untuk pembayaran berikutnya dilayani dan
diatur sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan pola angsuran kredit
yang telah ada diperusahaan. Pada suatu ketika perusahaan dapat melakukan
investasi pembuatan rumah mesklpun belum ada order dari konsumen dengan
membangun sesuai d an 1 Rumah
sedm'ham Plus ir

sangat mungkin dllaksamkan gy
pengembangan yang menjadi hak dari PT. Kresna Putra Agung Group juga masih
sangat luas dan masih ada kemungkinan juga untuk dikembangkan. Dan satu hal
lagi PT. Kresna Putra Agung Group juga memiliki kelebihan pada kualitas
bangunan yang bagus dengan harga yang relatif paling murah untuk kawasan
Jember.
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III. PELAKSANAAN PRKN—

3.1 Pelaksanaan PKN
3.1.1 Diskripsi (Gambaran ) Tentang Pelaksanaan PKN

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program akhir Diploma III
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang
dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan
sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (AMD) Perpajakan.
Mahasiswa yang dapat melaksanakan program Praktek Kerja Nyata adalah
mereka yang minimal telah menempuh 100 SKS

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT KRESNA
GROUP Jember, yang terletak di jalan Basuki

Permal) Jembcf Pramm ,Nyata ini dl :

baik sifat usaha, struktur organisasi, maupun hngimn@h kelj‘aaya ’Pada min

ini penulis ditempatkan pada Bagian Umum selama dua hari. Adapun kegiatan
yang dilakukan pada Bagian Umum adalah mengisi SPT Tahunan pada
kolom PTKP, tunjangan karyawan dan membantu mengagendakan surat
masuk dan surat keluar. Kemudian penulis ditempatkan pada Bagian

14
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Pemasaran. Sebelumnya penulis mengadakan perkenalan dengan karyawan dan
karyawati di Bagian Pemasaran, selanjutnya penulis diberi penjelasan mengenai
tugas-tugas yang dikerjakan pada bagian Pemasaran. Kegiatan penulis selama di
Bagian Pemasaran yaitu membantu mengagendakan tugas karyawan yang dinas di
luar.

Minggu kedua dimulai dari tanggal 11 November sampai dengan 16
November 2002, dalam minggu ini penulis mulai melakukan pencarian data atau
informasi yang berkaitan dengan judul laporan yang akan diajukan, yaitu
mengenai;, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Peéawai Tetap pada PT
KRESNA PUTRA AGUNG GROUP Jember dan mempelajari masalah
pemutusan pembangunan serta pembangunan baru. Selain itu mengetik laporan
kavling baru diwilayah ABC. [ |

¢

a. Kelakuan dan kedisiplinan;
b. Inisiatif dan kreativitas;

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata;
d. Hubungan dengan lingkungan kerja
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Setelah semua kegiatan selesai penulis mohon diri dan berpamitan dengan
Bapak M. Nasir Dahlan, selaku pimpinan PT KRESNA PUTRA AGUNG
GROUP Jember beserta seluruh staf karyawan dan karyawati.

3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata
a. Pengertian pajak secara umum

Menurut Soemitro (1977:22) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan
untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat
pada pajak adalah yaitu: ' ’
I Pa;ak - % &

b. Dalam aran pajak tid

B

[ T

A

St R s
1 P X . 07 Tk 2
A AU 5 MR R

4 o 5 p.:ﬁ%& 50w

Pajak Penghasil | Pasal 21 dipot
pemomng PaJak yalmm ma, pendae '
penyelenggara kegiatan

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara
benar oleh pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun
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pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau
orang pribadi tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang No.
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 10 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah RI No.45 Tahun
1994; Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 1994; beserta peraturan

pelaksanaannya.

c. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (1997:93) Objek Pajak Penghasilan Penghasilan 21
setiap penghasilan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib pajak
baik sehubungan dengan jasa,jabatan atau keglatan ym duakukm‘.mlsalnya

pegawmharmmmmsguamsenqamwmwhmmmﬁmc
pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan
yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan
keputusan menteri keuangan. |
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d) Penghasilan atas honorarium; yang termaktub dalam Undang-undang
Perpajakan Tahun 2000 pasal 21 ayat (1) huruf d yang berbunyi : Badan yang
membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan

dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;

d. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Munawir(1999:173) Subjek Pajak Penghhasilan Pasal 21 adalah
setiap orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan perpajakan,jasa atau kegiatan dari pemotong pajak termasuk pegawai

tetap, pegawai lepas, penerima pensiun,penerima honorarium, dan penerima upah.

e. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo | (199¢ i (W)P emotongan Pk

ot i W l

g
"‘\’45‘”': '

c) Untukmenentukan pa;akyangterutang"
Besarnya PKP dikalikan dengan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh
10 tahun 1994 yaitu:
O:- RS QROOBMON.. . ... .o s w1
Rp 25.000.000,00 - Rp50.000.000,00............ 15%
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Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00.......... 30%

2) Penghasilan pegawai lepas yang dipotong pajaknya adalah jumlah penghasilan
bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan
yang besarnya ditentukan oleh Keputusan Mentri Keuangan

3) Pengacara, akuntan, arsitek,dokter,notaris, yang dipotong pajaknya adalah
15% x 40%x penghasilan bruto, uang tebusan dan uang pesangon yang
dipotong pajaknya adalah 15% x penghasilan bruto, PDL asuransi dan penjaja
barang yang dipotong pajaknya adalah 10% x penghasilan bruto bersifat
FINAL.

Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap:
Tuan Budi bekerja pada PT. Kresna Pum _

(12xRp.730.00000)
Wijib pajaksendii - | Rp. 2880.000,00 i e
Wajib pajak kawin  :  Rp. 1440.000,00 |
Tanggungan 2 anak Rp. 2.880.000,00

(Rp. 7.200.000,00)

Sl HE R e Sae SR A S gl St Gl dhe SRl S Sl W S e SR S Tha M SR S TR S B e B S e e SR WL G
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Renghasilan Kena PRIK... ..ol i oMty coiuimasiimats onmns. TR0 1 OUEENEGN
PPh Terutang :

10% x Rp. 1.560.000,00 = Rp. 156.000,00

Jadi pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh Tuan Budi
adalah Rp. 156.000,00

Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan
Menurut Mardiasmo (1997:20) Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan
Pajak Penghasilan pasal 21 adalah

1) Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang saat dilakukannya
pembayaran penghasilan tersebut kepada orang pribadi atau badan pada akhir
bulan tertuangnya penghasdm ymg bersangkutan,

PT. Kresna Putra Acmg Gm st Rahi e | o
memberikan jasa pembangunan pada seluruh masymnkat Sebm mmsahlan '
yang bergerak dibidang pelayanan sosial perusahaan PT. Kresna Putra Agung |
Group Jember pasti membutuhkan pegawai yang benar-benar dapat membantu
kegiatan operasionalnya baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Dalam hal
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menentukan pegawai tidak tetap, perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja
melalui penyeleksian dari calon pegawai yang mengajukan permohonan untuk
bekerja. Sehingga mereka yang memenuhi kriteria dari perusahaan akan diterima
bekerja sebagai pegawai tidak tetap dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
Apabila pegawai tersebut sudah selesai melaksanakan pekerjaannya dan sewaktu-
waktu perusahaan membutuhkan kembali maka pegawai itu akan dipekerjakan

untuk waktu yang sama.

Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21atas pegawai Tetap
Salah satu perwujudan sebagai warga negara , maka pegawai/karyawan

PT. Kresna Putra Agung Group Jember wajib untuk membayar pajak sebagai
kewajibannya terhadap negara. Dengan adanya kmanwhan tehnoiogl yang harus

j- Penyetoran dan pelaporan pljnkdiﬂ' mmmmy
Jember

PT. Kresna Putra Agung Group Jember melakukan penyetoran pajaknya
dengan menggunakan jasa kantor pos dan/biro melalui Surat Setoran Pajak
(SSP). SSP menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 yaitu surat yang
digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang.
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SSP yang disetor kekantor Pelayanan Pajak adalah SSP lembar ke tiga dan
paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Apabila terlambat akan dikenakan denda bunga sebesar 2% sebulan.
Sedangkan untuk pelaporan pajaknya menggunakan Surat Pemberitahuan
(SPT). SPT menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 yaitu surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang
baik masa maupun tahunan. SPT yang dilaporkan adalah SPT masa PPh pasal
21 dan 26, SPT masa PPh pasal 23 dan 26, SPT masa PPN, SPT Tahunan PPh
pasal 21. Untuk SPT masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim
berikutnya, jika terlambat dikenakan denda Rp. 25.000. Sedangkan SPT
Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, jika
terlambat dikenakan denda Rp. 50.000.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiat:

diperoleh dari peny penyuluhar s
buku petunjuk dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Dalam 5 tahun terakhir ini perhitungan SPT Tahunan 1721 selalu
menunjukkan adanya kelebihan bayar, namun hal itu tidak menimbulkan
komplain dengan Kantor Pelayanan Pajak, Karena menyampaikan surat
pemberitahuan tersebut memang sebenar-benarnya. PT. Kresna Putra Agung
Group Jember selalu menyampaikan dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan
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batas waktu yang telah ditentukan. Adapun SPT yang disampaikan meliputi SPT
Massa PPh pasal 23, SPT Massa PPh pasal 21 dan 26, SPT Tahunan PPh pasal 21
atas badan, yaitu formulir 1771 dan SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap
melalui formulir 1721. SPT Tahunan yang disampaikan melalui formulir 1721
atas nama PT. Kresna Putra Agung Group Jember.

L S S S e G SR el U B S Zh de
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IV PENUTUP

Dengan terselesainya laporan PKN yang berjudul.“Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Perusahaan PT. Kresna Putra
Agung Group Jember”. Penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak
yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam penyusunan
laporan.

Penulis menyadari bahwa dalam teknik penulisan dan penyusunan lapran
ini masih banyak kekurangannya. Kritik yang bersifat membcmn sangat

diharapkan dalam penympumnan laponm Pmktek Km Nmi*tm Am m

S ah el RR R E T TR e e e R R R a e S I SR B T A e =

{
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DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994.

Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak-Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun
1994 |

Mardiasmo. 1997, Perpajakan. YQW Andi 0

Munﬂmr, HS ldwfémjakan akarta: L

o7 8

bt d B SR S B B B G S il e B B S S B e e e e o
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' Rove 4 e | -
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTQNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGIiASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEIIUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAMORANG PRIBADI
(Keputusan Direktur Jenderai Pajak Nomor KRP-545/RJ./2000 tanggal 29 Desember 2000)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

-
-

Menimbang : indonesia Tabun 2000 Nomor 226, Tambahan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat Lembaran Negara Nomor 4067);

(8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 5 pecaruran Pemerintzh Nomor 45 Tahun 1994
Pajak Penghasilan scbagaimana telah diubah terakhir o jak Pcnghn‘tm ﬁgl Pciabat '\egm
dengan Undang-undang Nomor nmmm pcrlu i :
menetapkan Keg
tentang Petu
Penyctoran,
- 21 Dan Pasal

Negara Nomor msw

t 4. Pcratuan Pemerintah Nomor 149 Tahun 300 - Serta m‘ M tetap hmnyn yang Tidak
! tentang Pemotengan Pujak Penghasilan Pz -4l 21 Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
Atas Penghasilan Berupa Uang F2sangon, Uang 10, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/

Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau KMK.04/1998 tanggal !8 Desember tentang i
Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik %s 'rnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun vang :

Warta Perundang-undangan No. 2038/Selasa. 20-03-2001 : . I

e a e
-
v
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dapat Dikurangkan dari Penghasilan B .0
Pegawai Tetap atau Persiunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGITASILAN PASAL
2] DAN PASAL 26 SEHUBUNCAN DEMGAN
PEKERJAAN,JASA,DAN KEGIATAN ORANG
PRIBADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal {

Warta Ierundang-undangan No. ;7038/Selasa. 20-03-2001 -

)

e mae ) —— P —— - ——- e

. e i

i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerai
Kabupaten;
j) Walikota dan Wakil Walikota.

Pegawai Negert Sipil (PNS) adaiah PNS-Pusat,
PNS-Daerah, dan PNS lainnya yangz ductapkan
dengan Peraturan Pemerintahi sebagaimar a diatur
dalam Undang-undang Nomor § Tahun 1974.

Pcgawai adalah setiap orang pribadi, yang
melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan kerja baik tertulis mupun tidak
tertulis, termasuk yang melakukan p..kc,qaan
dalam jabatan negeri atau badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah.

Pcgawai Tetap adalah oraag pribadi yang bekerja

'pada pemberi kerja yang mencrima aiau

lch gaji m-}um{ah tertentu secara

mvean m——
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[1. Upzh Harian adalai upah yang terutang atau
Jibavarkan atas dasar jumlah hari kerja.

12. Upah Mingguan adalai upub yang terutang atau
dibayarkan sccara mingguan. -

Upah Rorongan adalah upah yang terutang atau
dibayurkan atas dasar p;nyc.lcsamn pekerjaan
tertentu.

14. Upah Satvan adalah apzh yang terutang atau
dibayarkar tas dasar banyaknya satuan produk
yang dihasilkar.

Honorarium adalah imbal~n atas jasa, jabatan,
atau kegiatan yang dilakukan.

16. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah
hadizh atau penghargaan yang dlktMMl
suatu perlombaan : atau adu ketw

seorang
orany muﬁm sesiai W :

untuk  diberikan kepada f“&w
menerimanya. -

WWarta Perundang-undangan No. 2038/Selasa, 20-63-2001

- —

(1)

BADB IT
PEMOTONG PAJAK DAN PENF RIMA
PENGHASILAN -
'ANG DIPOTONG PAJAK -

Pasal 2

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal
26. yang selanjutnya disingkat Semotong P ajak
adalah :

w.  pemberi kerja yang terdiri dari orang pribad
dan badan, baik merupakan pusat muupies
cabang, perwakilan aiau unit, bentuk usiic
etap, yang membayar gaji, upah, he no-
rarium, tunjangan dan pembayaran lain

dengan nami apapun scbagai imbalan seliu-
M' ar !lengun pm;m atau jasa y.mg
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f. yayasan (termasuk vayasad di bidang
kescjahteraad, cumah sakit, pendidikan.
kesenian, otaliraga, kebudayaan), lembaga,
kepanitiaan, asosiasi, pcrku_mpulan_,
organisasi N:assd. organisasi sosial politik.
dan o.'ga;\isasi Jainaya dalam bentuk apapun
dulam scgald pidang kegiatan sebagal
pembayar gaji, upah. honorarium, atad
imbalan dengan pama apapun sehubungan
dengan pckcrjaan.j:ts:\. kegiatan yang
dilah. - kan olch orang pribadi,

g. ncrusahaan, badaa, dan bentuk usaha tetap.
juy membayarkar hosorarium atau imbalan
lam kepada peseria pendidikan, pelatihan,
don pemagangan
pcnym:nmkcgiaum ; c badan

|xm§intil§”$orsanis.« " ¢ organisas’

* ePiin), o) il >

i

wndang Nomor 7 Tahun
Penghasilan schagaimand ,
_dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun

Wortn Pocindane-undangant No. 2038/Selasa, 20-03-2001

Pasal 3

Pencrima penghasilan yang dipotong {''h Pasal
21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan int
adalah orang pribadi scbagaimaind dimaksud dalam
Pasal | angka 2 sampai dengan angka 10 sertd orang
pribadi lainnya yang menerima atau mcmpcro\cﬁ
penghasilan schubungan dengan peberjaan any
jabatan, jasa. dan kegiatan daci pemotong Pajek
scbagaimana di'maksud dalam Pasal 2.

Pasal 4
Tidak teemasuk datam pengertizn penetind

senghasilan scbagaimana dimaksud daian tazal 3
adalah :

i pe P M_’-'

——
§ e
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uang iembur, wang sokongan, wang waggt,

wang ganti rugi, unjangan isteri, wnjangan

anak, tunjangan kemahalan, tu

njangan

jabatan, tunjangan Khusus, tunjangan

(ranspot, unjangan pagak. tunjangan juran
pensiun, tunjangan peadidikan anak, ben

siswat, preni asuransi vang ditayar
keria, dan penghasilan teratt” lainny
pama apapun;

pemberi
adengan

b. penghasilun yang diterima atau diperoleh
secara iidak teraiur bernpa jasd produksi,

\antiem, gratifikasi, funjangan cut, tunjungan
hari raya, tunjangan tahu bary, bonus, premi
scjenis lainnya

sahunan, dan penghasitan
yang sifatnya tidak tetap:

upah harizn, upi ROL

m& { “
agen iklan;

dan pemberi jasa

— - —

pengawas, pengeloli proyck, anggota ;
kepada suatu

" Warta Perundang-undangan No. 2038/Selusa, 20-03-2001

kepanitiaan, peseria sidang atau rapat,
dan tenaga lepas lainnya dalam segala
bidang kegiatan;

9. pembawa pesanan
menemukan langganan,

10. peserta perlombaan;

11. petugas penjaja barang dagangan;

{2. petugas dinas luar asuranst;

13. peserta pendidikan, petatihan, dan
pemagangai;

14. distributor perusahaan multilevel mar-
keting atau direct selling dan kegiatan
sejenis lainnya.

atau  yang

kehormatan, dan tunjangan-

dengan gaji yang
Pegawal
un dan

. emsememeese
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Pagnli?

Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong

PPh Pasal 21 adalai : ;

a.  pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi
keschatan, asurausi kecel+kaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

L. penerimaun dalam bentuk natura dan kenikmawan
kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (@3B

¢. iuran pensiun yang dibayarken kepada dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangap <an iuran Jaminan Hari Tua
kepada badan penyelenggara Jamsostek yang
dibayar oleh pemberi keria; ,

d. penerimaan dalambentuk natura dan kenikma’ 1
lainnya dengan nama apapun yang diberikan oi- 1
Pemeriniah;

¢ kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh

Menteri Keuangan. - -

:" P 2

e es v a0 sesene mnan

nelesneen Noo, 2038/Selasa, 20-03-2001

sscsscaeena on

(2) Besarnya penghasilan ncto penerima pci\si'.m
ditentukan berdasar penghasil bruto yang berupa
wang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun,
yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara uang pensiut sebesar 5% (lima
persen) daci penghasilan bruto berupa uang
pensiun dengan jumlah maksimum yang
diperkenankan sejumlah Rp 432.000.,00 (empat
ratus tiga puluh dug ribu rupiah) setahun atau Rp
%6.000,00 (tiga puluh cnam ribu rupiah) sebulan.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari scorang
pengawai dihitung berdasar penghasilan nctonya
dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) yang jumlahrnya adalal scbagai berikut :

Setahun

i

-



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(6)

)

————— Lo aoun. 3

Digital Repository Universitas Jember

Besarnyi PTKP ditentukan berdasarkan keadaan
pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai
yang baru datang dan menetap di Indonesiadalam
bagian tahun takwim, besarnya PTEP tersebut
dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan
dari bagi: a tahun (akwim yang bersangkutan.

Pengurangan schagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) udak bertaku terhadap penghasilan-
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Savat (1, hwrulc, haraf d, dan huruf e.

Pengurangan sebagaimana Aimaksud dalamA
(1) d'n Ayat (3) tidak berlaku terhao
penghasilan Wajib Paiak luar negeri. Penghasi
yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26

techadap Wajib Pajak tyar negeri adalah

penghasilan bruto.

- , 'W!ﬂ'g 5 _~‘

b ot Warta Pecundang-nndengan No. 203&/Seiasa, 20-03-2001

@

(0)

yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah
sesuai dengan jumlah PTKP yang scbenarnya dart
pc‘ncrima penghasilan yang bersangkutan dibagi
dengan 360.

Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka
PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP
schenarnya daci pencrima penghasilan yang
bersangkutan. :
Atas penghasilan yang dibayarkan kepods
pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah
harian, dilakukan pengurangan PTKP yang
scbenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat
3).

Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan
pengurangan PTKP yang sebenarnyi sesu
dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
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dewitt pengawas yang merangkap scbagai
pegawai tetap pada perusahaan yang sama,

b. penerima pensiun yang dibayarkan secara
hulanan;

c. pegawai tidak tetap, pemagang dan calon
pegawai;

d.  distributor perusahaan multilevel marketing
atau direct selling dan kegiatan sejenis
lainnya.

(2) Besarnya :":nghasitan Kena Pajak scbagaiman:

dimaksud dalam Ayat (1) :

a.  bagi pegawai tetap aduah penghasilan brut-
dit:vrangi dengan biaya jabatan, urone

<iun termasuk iuran Tabungan Hari Tua
atau faminan Hari Tua yang dipersamakan
‘dengau dana pensiun dan PTKP;
bh. bagi penc pensi
: , h penghasilan bruto

b. homraﬁtmyangMnu. atau diperoleh anggota

dowan komisaris atau dewan pengawas yang tidak

Warta Perundang-undangan No. 2038/Selasa, 0-03-2001

 dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

un yang dibayarkan ;

merangkap scbagai pegawai tetap pada
perusahaan yang sama;.

- jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, vang
diterima atau diperoleh mantan pegawai;

5

d. penarikan dana pada dana pensiun yaeg
pendiriannya tclah disahkan olch Menteri
Keuangan olch peserta program pensiun.

Pasal 12

Taris sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan
atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau
(crutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud

s e
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& : \ 4 i
menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajok Penghasilan
sebagaimana telah diubak terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas
Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalany Pasal 10 ayat (1).

Pasal (4

Atas penghasilan berupa vang pesangon, ua

tebusan pensiun yang dibayar olen diana peas &
yang pendiriannya telsh disahkan cleh Menteri
Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua ata Jaminan

Fiari Tua. vang dibayarkan sckaligus olch Badan .

Penvelenggara  ‘Pensiin - atau  Badan
Penyclenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final
dengan ketentuan sebagai berkut :

a  penghasilan bruto di-atas Rp 25.000.000.00
(dua puluh Im juta mpn!\) m dengan

War ra e nclenig-unclangeers Mo, 2038/Selasa, 20-03- 1

golongan Il d ke bawah dan anggata TNI/POLRI
berpangkat Pembantu Letnan Satu ke sawah atau Ajun
Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

(1

(2)

Pasal 16

Taril PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua pl;iuh
persen) dan bersifat final diterapkan atas
penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh
sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi dzngan status
\Vajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud
calam Pasal 5 ayat (3) dengan memperhatikan
| etentuan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda yang berlaku antara Republik Indone-
sia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri
tersebut.

PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) tidak krs:ht final dalam hal orang pribadi

scbgai’ Wajib Paj 'h'argﬂtembm bc.rubgﬁ



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-

Yazal 21 didasarkan padz jumlah penghasifan
yang sebenarnya diterima atau diperotz=h-ya
dalym tahun pajak yang versangkutar -an

~ udak disetahunkan;

datam hal pegawaei tetap adaial Wajib - jak
dalam negeri yang merupakan pendatang dart
luar ncgeri, yang mulai bekerja di Indonesia
dalam tahun bterjalan, penghitungan PPh
Pasal 21 didasarkan pada jum!ah penghastlan
yang schenarnya diperoleh dalam bagian
tahun pujuk yang versangkutan yang
disetzhunkan;

datam hal pegawai tetap berhznti bekerja
seoclum tahun takwim berakhir karena
meninggal dunia atau meninggalkan Indone-
sia vntuk selama-lamanya, maka pada akir
buian berhentinya pegawai terse at
penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada
jumlah an yang scbenarnya

 diterima atau d mkh dalam bagian tahun

i

Wartes Poivider »indragai e, .t'Jc'-"I'Sclaxa. 20.03-2001
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)

berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun
pajak atau tahun bukunya tidak sama dengun
tahun takwim.

Pematong Pajak dapat mengajukan permohonan
untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Ayat (2).

Permohonan sebagaimana dimakstd dalam Ajyat
(4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya
tanggal 31 Maret tahun tak wim berikutnya dengan
menggunakan formulir yarg ditentukan oleh
Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyaiazn
mengenai pengliitungan seméntara PPh Pasal 21
yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan
pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untux
tahun takwim yang bersangkutan.

(56) Suml Fembeﬁtahuan 'lahunzm FP!\ Pasal 21 harus

iran yang
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(10) Dalam hal Pemoteng Pajak adalah badan. PT
Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangat Jlch
pengurus ata dircksi.

(11)Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21
ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain
yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri
dengan Surat Kuasa Khusus.

BADL VII :
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN
Y ANG DIPOTONG PAJAK

yang bersangkutan di tugaskan;
b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru daiam
; hal yang bersaagkutan pindah kerja; .
c. Pemotong pajak dana pensiun c¢alam hal yang
ke bersangkutan mulai menerima pensiun clalam

tahun berjalan.

Warta Perundang-undangan No. 2038/Sclases, 20-03 -2001

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27

Pemotoag Pajak dan peneritna penghasilan dzpat
mengajukan keberatan kepada Dirckur Jenderal paiak
dan permohonan banding kepada badan peradilan
pajak sesuai dengan ketentuan pasal 235, Pzsal 26, dan
Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang,
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakas
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undeng:
undang Nomor 16 Tahun 2000.

ENTUAN PENUTU?

RS
s

IP.. 060043114 ~

(LAMPIRAN .ooocvcrcn Rorsanbung)
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DEPARTEMEN KEUANGAN ®.1.
. DIREKTORAT JENDERAL PAJ*
7[.  KANTOR PELAYANAN PAJ/

Jember

1-[{6]1 |
PT.KERSNA F.

J1.Basuki

...........................

b

Rncn.uad Per'um Pondok Gede Permai Blok A-01

il Yer
W AWY |

oSitor y Universitas JE 1l

URAT SETORAN PAJAK

(SSP)

;V
| 4
l

. S

LEMBAR E

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

£ v S S '

Odi(i sesuai kartu NPWP

514 6]
.. AGUNG GROUP

................. DR R R

6|2

Sscssssscssnnnes

I R R

13 | 2|

g8

BRI B R DT T e,

Jenis Pajak  Kode Jems Seto.:. , Uraian Pembayaran *)
B T L e, S AT RN R SR
t 1100
__ l;:;?cal dq/larpada halaman belakang lembe —..............—._...n....u....u.....-........u.....u....................................-
‘[setoran X] Masa [ |Tahuna | Final [_JSTP [ _]SKPKB- [_] SKPKBT Tahin
Bcrl mda:tlang pada kolom yang berkenaan h : Diisi Tahun Pajak
Peb | Mar | Apr | Mc" . Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des| setoran dimaksud
]
Bcrltanda:ilang pada kolom bulan untuk setoran mavi, Sncl dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBTW yang berkenaan _2_ 9} 9_ _ZJ

»‘*« vry
“'Nomor Ketetapan

» Nama Jélas e R

Semmaghss e

Tambahan Informasi :

~ KP. PDIP. 5.1-98

Khusus PPh final atas transaksi penga.. .
Khusus PPh final atas persewaan tana. . ..

k) Diisi uraian pcmbayaran sesuaqi daflar pml.. 2 -m} ela

a uak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek

.-angunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

Ll e
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Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUAN:" * ~' (EPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDER + YAJAK
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(1)
di ... ember
SURAT PEMBERIT A iAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
| s ‘A. - - Identitas Pemotong Pajak :
- NPWP * Ldal bl hbrd sll- | atSbate |- Ll alil @
Nama ool l"'.".'r\‘..'.é.-~.';'§.’ ".%?-.'.'..A....!7.'.".:'..;':.5.":-.’;'1...."."! .......... S SRR e, .
Alamat cesdo. cukiosacked Perus pondok (ede Peruai illok A-G1 Jbr
5 Pajak Penghasilan Pasal 21 da.. al«n Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Januari tahun 2(.).02 (3)
" dan telah disetor tanggal .............. ... cooovrieiisssnns (4) adalah sebagal berikut :
g0 P L j mlah Jumlah
T Golongan i MAMY/ o PPh yang dipotong
fc*' ‘(ﬁi Penerima Penghasilan . 18 Ple’:'g‘ﬁ:i;l‘:n ngy Bmto. |  (Rp)
PR U L & G BL B ©)
: drpe . : Fo TR e : T g 00 4
; ' Pegawai Tetap O e 1t M p 32 . e
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh

S et e RS

1. Penerima Honorarium atau Imbalan :
" lainnya 01117100 ; p—
" 15. Pegawai dengan status Wajib Pajak '
Luar Negeri 0117/100

JUMLAH

Rp...:ﬁ..Z.QQ..QQQ...QC .

Diperhitungkan kelebihan sctor tahun/bu;.:: *; scbelumnya

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang mnsih hariis dsetor/kelebihan setor tahun/bulan ¥) 'sebelumnya
yang belum dlpcrhitungknn

P

Terbllang : .ENAM. ums AUA ‘PUI UH EMPAT RIBU RUPLAH

*) coret yang tidak perly

N - 5
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25 : . o : : : mber
' A.'l_’ajnk Penghasilan Pasal-21 yang dm[o)ll%ltaa! j R = pOSItO:ry U niversitas J = b
Jumlah Jusilah
; % - Penerima Penghasilan i Penerima Pengh:“sllu Bruto TRy e
3 o . Penghasilan (Rp) (Rp)
3 i (1) L (3) @) ()
;.z 1. Penerlma uang Pesangon, uang 5
¢l Tebusan Pensiun, Tunjungan Hari |
ol Tua/Jaminan Hari Tua yang :
v dibayarkan sckaligus { TN | icsiomcciins § s .
2.' Pejabat Negara, Pegawui Negeri :
g 'Sipll, Anggota TNVPOLRI dan !
| Pénsiunan yang menerima :
| ik Honorarium dan Imbalan lain '
|-..  yangdibebankan kepada
' Keuangan Negara/Daerah + 01197100 | ...
; JUMLZA A e »
T T ~ RUFIAH
IF Terbllang ENAMRATUSDUAH Ii‘UE | et by

e, - + e

=

s SR
x M%"i‘xs

““"“’\ﬁ s B R YT 1 H



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I\UAZTD(D( KEUANCAN .

DIgI 16" Ref %H’XATJ% versitas Jember
SP’l " \HUNAN PPh PASAL 21

FORRMULLR

P71 - B

DAFTAR PEGAW \WAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LA A/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERS.. 4 FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK

TAHUN TAKWIM

GIREKTORAT JEXDERAL PAIAY LUAR NEGERI l 2| 0 | 0 |0 |
} LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721
A NAMA PEMOTONG PAJAK v CEHSNA PUTRA AGUNG GROUE. . . . oo
L :
B/NPWP PEMOTONG PAJAK ERTI | h R TR L
C.klNClAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASE . ' CTALAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBACAI BERIKUT :
TS - PENGHASILAN SEBAGAI PPh PASAL 21 ATAU
| Ne.  GOLONGAN PENERIMA PENC  #sit, N PENGHASILAN BRUTO DASAR PENERAPAN PPh PASAL 26
e (Rp) TARIF TERUTANG
(Rp) (Rp)
: (0)) ) (3) 4) (5
| > | *PPhPASAL21 TIDAK BERSIFAT FINAL

PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAIJ . -/ H
HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORTHVZAN
HONORARIUM DAN IMBALAN Ls VYA
"YANG JUMLAH HONORARIUN AN
IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIRiTUNG
'ATAS DASAR BANYAKNYA HARI viiG

£+ | DIPAKAL SEBANYAK ..o ORANG
"2 | PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, «i-.N

CALON PEGAWAI, SEBANYAK ...............
ORANG : ;

PENERIMA HONORARIUM, UANG ..

DIAH ATAU PENGHARGAAN, k.

SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINT

JMAHWA DIHITUNG TIDAK A
ANG

9. | PETUGAS DINAS LUAR ASURAN =! 'ﬁm“ Bt o

PETUCAS PENJAJA BARANG DAC - ~:iAN
(BUKAN PEGAWAL TETAP), SEBANYAK ...
ORANG

10. PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGEF! 571,

ANGGOTA ABRI, DAN PEN’~ fMaN,
SEBANYAK ........... ORANG

® PPhPASAL 26

11 | PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAi.  .TUS

WAJIB PAJAK LUAF. NEGERI YA'" | ATAS
PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh . »t.tL 26,
SEBANYAK ....... ORANG

S lanaan i SEA . ol _ORANG "

CATATAN

~ PIND
- “PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) -
?INDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) &..

AHKAN ANGKA 12 JUMLAH 15.D.1°

. 3) PADA KOLO!4 (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANCKA 2 KOLOM (2):
i.2.+ 1721 HURUF £ ANGKA 2 KOLOM (3);
1131721 HURUF F ANGXA 2 KOLOM (4).
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Delan  laiaitiag o Sasial dan Hmu Politik Univergitas  Jember
wientLusian Kepuda imalasiswa vaue namaaya tercantun dibawab i
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Indnh*“ds Jember, sslama 30 Gari terhitung mulai tsngeal 1 Nopember
200 w.t3f).\mwmhar Juu? . Mahasiswa diwaiibkan mengikuti kegiatan
sy et dusatican tata terub dan umpxux kerja yaug ber mku.

Vianidsian witian tugae i divua dntulk dilaisanaan deapan ssbaik-baiknya.
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